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Abstrak
 

Pejabat pembuat akta tanah atau yang disebut dengan PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Kepala

Badan Pertanahan Nasional sehingga memiliki kewenangan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban

dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang diterbitkan untuk dapat dijadikan alat bukti yang kuat di

Pengadilan. Seperti tindakan hukum actio pauliana kepada PT. Jabatex yaitu debitur pailit yang digugat oleh

tim kurator PT. Jabatex (dalam pailit), atas terbitnya akta jual beli yang merupakan aset PT. Jabatex (dalam

pailit). Tindakan hukum ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hak kreditur akibat dari

PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadikan kreditur ialah pihak yang dirugikan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip kehati-hatian yang tepat untuk dapat diterapkan PPAT

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencegah adanya tindakan hukum actio pauliana, sehingga

penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban untuk mendapatkan pertanggungjawaban PPAT

dalam gugatan actio pauliana yang mana dapat menimbulkan sanksi bagi PPAT yang berupa sanksi

administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan

pendekatan kasus yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini.

......Land Deed Making Officer or what is called PPAT is an official appointed by the Head of BPN so that it

has an important authority to guarantee legal certainty, order and legal protection through authentic deeds

that are issued or issued to be used as strong evidence in court. Like actio pauliana's legal action to PT.

Jabatex is a bankrupt debtor sued by the creditor, for the issuance of the sale and purchase deed which is the

asset of PT. Jabatex in bankruptcy. This legal action often occurs in the implementation of the protection of

creditor rights as a result of PPAT that does not apply the principle of caution that makes the creditors who

are harmed in the bankruptcy process. The purpose of this research is to find the appropriate precautionary

principle that can be applied by PPAT in carrying out its duties and functions in preventing Actio Pauliana

legal actions, so this research uses responsibility theory to obtain PPAT accountability in Actio Pauliana

lawsuits which can give rise to sanctions for PPAT who in the form of administrative sanctions, civil law

sanctions and criminal law sanctions. The form of this research is doctrinal research using the statutory

approach, conceptual approach, historical approach, and case approach which are used as case studies in this

research.
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